PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA TIMUR

SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
Ji. Sentra Primer Baru Timur Telp. 4802038

JAKARTA

SURAT IZIN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor :@/ /1.185.0. 2.1

Berdasarkan surat permohonan SaudaraNomor , 361 /T&/1X/ 2006

tanggal

bahwa:

07 September 2008

dan setelah diteliti, maka Kepala
Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Timur dengan ini menyatakan

diberi izin sebagai penyelenggara pendidikan tersebut di bawah ini :

Demikian surat penyelenggaraan Pendidikan ini dikeluarkan, berlaku sejak

Nama Sekolah

Alamat

Pimpinan Sekolah

Pimpinan Yayasan

tanggal 12 JANUARI 2007

Pimpinan Yayasan

|

: TK. ISLAM KARTINI
: JL. CIPINANG MELAYU RT,006/02 N), 41

MAKASAR JAKARTA TINMUR

Hj. SYAMSIMAR
PRIYO WAHONO, SPd

sampgi dengdn ko 12 wwaa 2010,

Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal 12 JANUART 2007

Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
Kotamadya Jakarta Timur

Drs, SOLEMAN, MM
NIP. 131 010 351
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DINAS PENDIDIKAN
PROVINSIDAELRAH KHUSUS IBURKOTA JAKARTA

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada
Yth. 1. Para Pmpinan  Yayasan
Penyclenggara Pencidikan
fara Pimpinan  Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di

8]

Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR T /3Z/2018
TENTANG

PENERBITAN IZIN PRINSIF DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN

Mertjuk pada Peraturan Mentern Pendidikan dan Kcbudaysan Nomor 36 Tahin

2014, Pzraturan Guibemur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Guberiur Nomor 7
Tahun 2016, dergan ini seya minta perhatian Saudsrz hal-ha! sebagal bariku: :

i

izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluakan oieh Dinas Pendidikan dan
atau Badan Pelayanan Teroadu Satu Pinu (BPTSP), segera ditindakianjuti dengan
pengurusan !zin Operasional ke BPTSP selambat-larrbainya 2 tahun sejax diterbitkan.

izin Operasional lemoaga pendidikan yang telah dikeluarkan olen Dinas Pendidikan
dan atau Badan Polayaran Temadu Satu Pirfu tetap berlakl sepanjang lembaga
pendidikan dima<sud masih beroperasi dan tidak mengatami perubahan rama, alamat,
dan status ‘embaga, sehingga lembags pendidikan cimaksud tidak perlu mengurus
pBrpaniangan izin operasional.

{zin operaszional serbagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewakiu-waikcu
manaka'a iembaga pend dikan fidak memanuhi ketentuan penyelerggaraan pendidikan
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkar kordis: sekolah dengan
menggunakan format terlampir, sebagsal bahan masukan pada peninjauan kembali
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikiimkan ke Dinas Pendidikan up Bidang
Persskolahan dan Bidang PAUDNI palirg lambat tanggal 13 Agustus 20186.

Khusus penrohonan izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usiz Dini {FAUD) ztau
Satuan Maud Sejenis yang berada di zena perumahan yarg bersifat non profit/non
komersi seria bukan disalenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus
melampirkan :
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a. Peinyataen persetujuan (di atas meterai) dari pemilik ianah dan banguian: dan
2. Persetujuan tetangga disskitamya sebagai pengganti UUG.

?emgnfaatan fasilitas s=kolah negsn oleh vayasan sekolah swasts hanya dapat
diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama artaca yayasan dengan Pemerintah

Provinsi DKl Jakala, dalam hal in Badan Pengsiola Keuangan dan Aset Dezerah
Provinsi DKI Jakarta.

Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki zin opcrasional dan terakreditasi
dapal mengembangkan/menambah kompetersi keahfian baru sesuai hasii analisis
wuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia ndustri, selelah mendapatkan izin dari Dinas
Pendidikan Provinsi DKi Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baknya

serta penuh tanggung jawab,
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakara,
Sopan Adriznio
NIP 1962110719960631001
Tembusar
1. Gubemur Provinsi DK! Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakartz
3. Sekretaris Daeran Provinsi DKi Jakerta
4. Agisten Kesra Seikda Provingi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakaria
8. Kepala BPTSFP Provinst OK! Jakaria
7. Kepala Birc Dikmental Setda Provinsi DK! Jakarta
8 Wiakii Kepala Dinas Pendidikan Provins: DK! Jakarta
9. Ketua BAP-S/M Previnsi DKI Jakanla
10. Sekretariz Dinas Pendidikar Provinsi DK! Jakarta
11. Para Kepala Bidany pada Dinas Perdidikan Provinsi DK! Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah | dan Wilayah Il Kota Administrasi di Provinsi
DK Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab Administrasi Kep, Seribu
1£. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikar Kecamatan di Previnsi CKI Jakarta
15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLS Provinsi DK! Jakarta
18. Para Penllik PAUDN! Provinsi DK! Jakarta
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